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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa yang telah

dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Faktor — faktor penyebab kurang efektifnya IMB sebagai
instrumen pengendalian penggunaan lahan di Kota Surabaya
adalah sebagai berikut :

a. Faktor penyebab secara substansi :

a.

Tujuan IMB

Ketidakpahaman masyarakat mengenai tujuan ijin IMB
dikarenakan masih  kurangnya tindakan sosialisasi
mengenai peraturan — peraturan Bangunan Gedung yang
mencakup tujuan IMB didalamnya.

Basis pengambilan keputusan

Dasar pengambilam keputusan ijin IMB diterbitkan
masih  mendapatkan  pengaruh  politis  maupun
kewenangan lain yang lebih kuat.

Dokumen yang dirujuk

Dokumen yang dirujuk (Rencana Tata Ruang, Syarat
Zoning, AMDAL, Rekomendasi lainnya) sebagai acuan
belum berfungsi efektif. Masyarakat kurang memahami
dokumen — dokumen tersebut.

Sifat insentif dan disinsentif

Belum ada program insentif dan disinsemtif untuk jenis
bangunan tertentu. Sejauh ini insentif yang ditawarkan
adalah untuk bangunan cagar budaya saja. Padahal jenis
bangunan yang mendominasi kota Surabaya adalah jenis
bangunan hunian.

Komunikasi

Kurangnya komunikasi antar instansi serta komunikasi
aparat dengan pihak masyarakat.
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b. Faktor penyebab secara mekanisme :

a.

Persepsi mekanisme

IMB yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali, pada
akhirnya cenderung digunakan untuk mengejar target
PAD.

Pengawasan dan pengendalian

Dari segi kuantitas, aparat yang melakukan tindakan
pengawasan dan penertiban Pemerintah Kota masih
kurang (1 orang aparat mengawasi 2 hingga 3
kecamatan)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bukan merupakan suatu
keharusan. Padahal dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 25 Tahun 2007, serta UU No.
28 Tahun 2002, pasca IMB terbit SLF sifatnya adalah
wajib untuk jaminan keandalan teknis bangunan.
Setelah ada SLF, bangunan tersebut baru dapat
digunakan atau dimanfaatkan.

Tidak ada program pendataan dan pemantauan secara
rutin oleh aparat. Aparat akan melakukan pengkajian
lapangan jika ada pengaduan langsung dari
masyarakat atau ada permohonan ijin IMB baru.
Kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan terhadap
bangunan - bangunan yang melanggar (tebang pilih)

Koordinasi

Antara instansi yang menerbitkan ijin IMB dengan
instansi yang melaksanakan pengendalian pasca IMB
terbit belum terjalin koordinasi secara baik.

2. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan efektifitas IMB
sebagai instrumen pengendalian penggunaan lahan di Kota
Surabaya adalah sebagai berikut :

Sosialisasi mengenai ijin IMB itu sendiri

a.



187

Agar pelimpahan wewenang pengurusan IMB di tingkat
Kecamatan bisa berjalan lancar, maka Bintek (Bimbingan
Teknis) yang diadakan oleh Dinas harus dilaksanakan
secara kontinu. Hal ini terkait kurangnya kualitas SDM
petugas Kecamatan serta latar belakang pendidikan yang
belum memadai di bidang bangunan gedung

Publikasi RTR, sehingga masyarakat yang ingin
melakukan  kegiatan  pembangunan tahu apakah
pembangunannya sudah sesuai peruntukkannya (lingkup
Kecamatan dan Kelurahan)

Keringanan retribusi dalam kegiatan pembangunan
vertikal. Hal ini bertujuan agar RTH yang makin terbatas
masih bisa dipertahankan

Kawasan high control zone : retribusi mahal, pajak mahal
Kawasan low control zone : retribusi murah, pajak murah
Kawasan konservasi : tidak ada IMB

Menghimbau masyarakat, yang bangunannya belum
berijin agar mengurus IMB

Perizinan IMB memang bertingkat dan perlu izin lain
sebagai prasyarat, namun untuk efisiensi dan efektifitas
waktu, dalam pengenaan persyaratan bisa disederhanakan
dengan tidak mengulang persyaratan yang sama
Ketegasan dalam hal penertiban bagi yang melakukan
pelanggaran IMB, karena saat ini masih terdapat sistem
“tebang pilih” yang menyebabkan banyak bangunan
mangkrak

Kebijakan untuk lahan yang terlantar pasca bangunan
(skala besar) ditertibkan, agar tidak menjadi lahan tidur
Seharusnya SLF tidak hanya berlaku untuk rusun atau
apartemen saja, namun untuk semua bangunan di Kota
Surabaya

Usulan penggunaan SLF menjadi ljin Penggunaan
Bangunan (IPB) seperti hal nya di Kota Jakarta, nhamun
masih perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut apakah bisa
diterapkan di Surabaya



188

. Pendataan dampak yang akan ditimbulkan jika suatu
bangunan didirikan (khususnya skala besar), sehingga
kegiatan pengendaliannya bisa lebih sistematis

m. Jumlah aparat yang bertugas untuk melakukan
pemantauan dan pengawasan punya beban berat yang
harus mengawasi 3 kecamatan tiap personilnya, sehingga
dari segi kuantitas perlu ditambah lagi

n. Koordinasi dengan semua stakeholder, baik antar instansi
maupun instansi dengan masyarakat

Dari sasaran diatas, upaya dalam peningkatan efektifitas IMB di
Kota Surabaya dapat disederhanakan menjadi 5. Adapun upaya
yang perlu dilakukan meliputi:

1. Sosialisasi produk Rencana Tata Ruang (RTR)

2. Sosialisasi bahwa setiap pemanfaatan ruang adalah harus
melalui IMB

3. Penerapan peraturan secara konsisten

4. Kegiatan pengendalian (baik pengawasan dan pengendalian)
secara berkala serta menerapkan insentif & disinsentif

5. peyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan
masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil-hasil temuan yang dilakukan dalam

penelitian ini, maka dapat diberikan saran. Saran tersebut antara
lain :

a.

Agar ijin IMB bisa berfungsi efektif, maka tindakan

pengendalian perlu dilakukan sebelum ijin IMB diterbitkan

(seleksi awal dari segi administrasi maupun dari segi

teknisnya) serta setelah ijin IMB terbit (mengadakan

pendataan dan pemantauan di lapangan secara berkala)

Melakukan pendataan dampak

Agar ijin IMB bisa berfungsi efektif sebagai pengendali,

diperlukan koordinasi pemerintah — masyarakat :

= Pemerintah  sebagai pembuat kebijakan  harus
menjalankan  fungsinya, dimana pengawasan dan
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pengendalian dijalankan secara maksimal dengan
koordinasi yang matang antar dinas dan pemerintah
penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.

= Peran masyarakat, selain sebagai pelaku kegiatan
pembangunan juga berperan untuk mengawasi dan punya
kewajiban untuk melaporkan secara tertulis maupun
keluhan secara on-line jika mendapati ada bangunan yang
melanggar ijin. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan
tetap tertib ruang.

5.3 Kelemahan Studi

Penelitian upaya peningkatan efektifitas IMB sebagai instrumen
pengendalian penggunaan lahan di Kota Surabaya menggunakan
analisa Delphi, dimana stakeholders yang menjadi responden
masih dari pihak pemerintah (Government), sedangkan pihak
pihak non pemerintah (NGO) misalnya : masyarakat sebagai
pelaku pembangunan belum masuk dalam penelitian. Jika
masyarakat dimasukkan dalam studi ini, upaya — upaya yang
diusulkan untuk peningkatan efektifitas ijin IMB di Kota
Surabaya akan menjadi rekomendasi yang kompleks dan lengkap
untuk pihak Pemerintah Kota.

5.4 Rekomendasi Studi Lanjutan

Untuk mendukung dan melanjutkan penelitian tentang

peningkatan efektifitas ijin IMB di Kota Surabaya, maka dapat

dilakukan penelitian mengenai:

a. Perlu dirumuskan bentuk solusi yang lebih spesifik dan tepat
guna (appropriate) dalam rangka menyempurnakan
pengendalian penggunaan lahan di Kota Surabaya.

b. Studi evaluasi keefektifan institusi pengendalian penggunaan
lahan di Kota Surabaya. Mengkaji sejauh mana Kinerja
institusi yang bertugas dalam melakukan kegiatan
pengendalian penggunaan lahan.
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